Tinjauan Yuridis Rekomendasi Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah terhadap Eksistensi Panwaslu 
(Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Pemilukada tahun 2018 di Kota Palopo)

1Siti Aisyah, 2Takdir, 3Firman Muhammad Arif
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: aisyahpalopo26@gmail.com 

Abstract
This research was motivated by KPU in the Regional Head Election Law related to Panwaslu recommendation contained in Article 13 letter p where it was stated that one of the duties and obligations of the Regency/City KPU to immediately follow up on the recommendations of the Regency/Municipal Panwaslu on the findings and reports of alleged election violations. (The name for the election supervisory agency was still the Regency/City Panwaslu as stated in the Pilkada law). This study aims to understand the process of implementing of recommendation for Panwaslu in Palopo City regarding the cancellation of candidate pairs in the 2018 Palopo Mayoral Election and to analyze and find out the implications for election organizers and the legal status of Palopo City Panwaslu recommendations that were not followed up by the Palopo City KPU. Based on the type of data used in this study, the author uses a qualitative research type. Data collection techniques used are documentation, observation and interviews. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and verification. Sources of data used are primary data and secondary data. The results shows that one of the tasks of the Regency/City Panwas according to article 30 of Law Number 10 of 2016 letters (b) and (c) was to receive reports and complete findings and reports. Recommendations and decisions issued by Bawaslu/Panwaslu are based on findings and reports on the handling of election violations that have gone through a process of clarification and review stages. The implications for the Palopo KPU commissioners who are not follow up on the Palopo City Panwaslu recommendations are permanent dismissals by the Election Organizing Cohort Board (DKPP), and the implications for letters of recommendation that are not followed up by the Palopo KPU resulting in no legal sanctions against the implementation of violations of Article 71 Paragraph 2 of the Law No. 10 of 2016.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh KPU dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang terkait rekomendasi Panwaslu terdapat dalam Pasal 13 huruf p dimana disebutkan salah satu tugas dan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan (Penamaan lembaga pengawas Pemilu masih bernama Panwaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Pilkada). Penelitian ini bertujuan untuk  memahami proses pelaksanaan pemberian rekomendasi panwaslu Kota Palopo mengenai pembatalan pasangan calon pada Pemilihan Walikota Palopo tahun 2018 dan menganalisa dan mengetahui implikasi bagi penyelenggara pemilihan dan status hukum terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Palopo yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo. Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu tugas Panwas Kab./Kota menurut pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 2016 huruf (b) dan (c) adalah menerima laporan dan menyelesaikan temuan dan laporan. Rekomendasi dan Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu/Panwaslu berdasarkan atas temuan dan laporan penanganan pelanggaran pemilihan yang telah melalui proses tahapan klarifikasi dan kajian. Implikasi bagi Komisioner KPU Kota Palopo yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Palopo adalah pemberhentian secara tetap oleh Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan implikasi bagi surat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Palopo mengakibatkan tidak berlakunya sanksi hukum terhadap implementasi pelanggaran Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2016. 
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PENDAHULUAN
Secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (fairness competition) dalam memperebutkan suara rakyat. Dalam berbagai literatur ilmu politk disebutkan bahwa kualitas demokrasi amat ditentukan oleh berkualitas atau tidaknya proses rekruitmen para wakil dan pimpinan-pimpinan rakyat[footnoteRef:1]. [1:  Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Loka, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hlm. 8-9] 

Konsep demokrasi dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena, hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.
Dalam tinjauan normatif, keberadaan KPU dan Bawaslu beserta jajaran di bawahnya memiliki kedudukan yang sama dan sederajat yang dilahirkan secara bersama-sama oleh induk yang sama. Untuk memperkuat kapasitas dan kelangsungan dalam membangun tanggungjawab serta pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilukada. 
Dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Tentang kewajiban KPU melaksanakan dengan segera Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan baru ada didalam dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Salah satu hal yang menjadi perhatian pada tahapan pencalonan dalam pemilukada adalah kedudukan calon petahana. Di dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada disebutkan bahwa setiap pasangan calon kepala daerah yang ingin maju saat pilkada tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Sebagaimana dimaksud bahwa yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Adanya jerat potensi diskualifikasi yang bisa dikenakan bagi calon petahana apabila melakukan tindakan tertentu yang dilarang oleh Undang-undang. Ketentuan larangan yang secara spesifik dikenakan bagi calon petahana seperti melakukan penggantian pejabat dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya. Larangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota yang menjadi payung hukum untuk menjerat calon petahana.
Dalam kontestasi pemilukada Kota Palopo tahun 2018 lalu, salah satu yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat Kota Palopo saat itu, terkait adanya laporan ke Panwaslu Kota Palopo atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon petahana dimana dugaan pelanggaran itu berupa mutasi pejabat yang dilakukan oleh petahana dalam lingkup pemerintah Kota Palopo jelang masa kampanye. Dimana sebulan sebelum penetapan Pasangan Calon, Petahana Walikota Palopo melakukan mutasi sejumlah Kepala SD, SMP, Pegawai Puskesmas, dan seorang Dokter. Tanggal 12 April 2018. Yang diduga telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terkait memutasi Pejabat/ASN 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon.
Dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan larangan bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan pengecualian jika ada rekomendasi dari Mendagri.
Sementara itu KPU dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang terkait rekomendasi Panwaslu terdapat dalam Pasal 13 huruf p dimana disebutkan salah satu tugas dan kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan (Penamaan lembaga pengawas Pemilu masih bernama Panwaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana disebutkan dalam undang-undang Pilkada). Hal ini juga berlaku bagi Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga PPS.
Selain UU Pilkada, KPU mengatur pada Per. KPU/PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengenai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah petahana apabila melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (2). Hal tersebut diperjelas pada Pasal 90 Ayat 1 Huruf e menyebutkan bahwa melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana dan huruf f mengatakan bahwa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
Namun, dalam praktiknya rekomendasi itu kadang mendapat pengabaian dari KPU kendatipun rekomendasi itu wajib untuk ditindaklanjuti, seperti halnya yang terjadi pada pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018, yang mana pada intinya surat rekomendasi pembatalan calon yang dikeluarkan Panwaslu Kota Palopo tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palopo yang berimbas pada pemberhentian secara tidak hormat seluruh anggota KPU Kota Palopo dalam putusan DKPP. Untuk itu penulis dalam penulisan tesis ini perlu menganalisis dan mengkaji bagaimana dengan status hukum terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Palopo setelah diberhentikannya seluruh anggota KPU Kota Palopo.
Perubahan bentuk konsep pemilihan kepala daerah pasca reformasi, ditandai dengan pengaturan mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyebutkan: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”. Selanjutnya peraturan tersebut, mengalami perubahan ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (5) yang menyebutkan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.
Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sejak tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pilkada periode tahun 2005-2008 menggunakan undang-undang tersebut yang kemudian mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama melalui Undang-Undang No 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua melalui Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula auxiliary state body, sedang lembaga negara utama disebut pula main state organ.
Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu: a) Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; b) Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan; c) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan; d) Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; e) Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; f) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan[footnoteRef:2]. [2:  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang] 

Pada era Reformasi pemerintah membentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), selain itu era reformasi juga memberikan dampak pada panitia pengawas Pemilu. Dampak yang di berikan terhadap lembaga pengawasan pemilu yaitu nama Panwaslak Pemilu berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Selanjutnya berkaitan dengan perubahan yang mendasar dalam kelembangaan pengawasan pemilu bari dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pengawasan pemilu terbagi menjadi Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) lahir dengan mengemban amanat untuk menjaga kemandirian, 8 kredibilitas, dan integritas penyelenggara pemilu. Kinerja DKPP akan memberikan prospek yang baik dalam pengembangan tradisi berdemokrasi, dengan sumbangan putusannya yang menjadi bagian upaya perbaikan berkesinambungan atas penegakan etika. Sebagai pemegang amanat penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP telah menjalankan kepeloporannya dalam pengadilan etika modern di Indonesia, salah satunya dengan proses pengadilan yang berlangsung terbuka.
Dalam hubungan ancaman sanksi bagi penyelenggra pemilu senantiasa menakuti-nakuti hingga dalam tindakannya senantiasa terkontrol dan berupaya untuk menghindari pelanggaran. Hal tersebut akan terlaksana jika dibarengi sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggran pemilu, dan sebaliknya jika sanksi yang mengancam adalah hanya teguran tertulis tentunya sanksi tersebut tidak akan menimbulkan efek pencegahan maupun efek jera. Para ahli pikir Yunani saman dahulu seperti Plato, Phytagoras dan Aristoteles, telah mengemukakan dengan lantang bahwa salah satu maksud ancaman sanksi adalah untuk menakut-nakuti manusia agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini posisi ancaman sanksi adalah untuk pencegahan (preventive).

METHOD
[bookmark: _Toc56708237][bookmark: _Toc56708509][bookmark: _Toc56708594][bookmark: _Toc56709545][bookmark: _Toc56710171][bookmark: _Toc56710310][bookmark: _Toc56765306][bookmark: _Toc56766477][bookmark: _Toc56795806]Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Lokasi penelitian yang digunakan peneliti guna mendukung dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Daerah Kota Palopo Sulawesi Selatan khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo dan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis atau cara pengumpulan data: studi pustaka dan studi lapangan. Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan kewenangan Panwaslu dalam pemberian rekomendasi penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Setelah data terkumpul melalui prosedur pengumpulan data maka langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti ialah mengelola data dan kemudian menganalisis data yang diperoleh. Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Mengenai Pembatalan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Cara demokratis itu diterjemahkan dengan pemberian ruang gerak kepada rakyat pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang bakal memimpin daerahnya: kepala daerah mesti dipilih langsung dengan rakyatlah yang menjadi pemegang dan pemberi mandat.
Dalam sebuah pemerintahan yang demokratis pemilihan kepala daerah menjadi sebuah mekanisme yang paling akuntabel. Proses ini menyambungkan apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang ditawarkan para kandidiat Kepala Daerah. Di Indonesia kondisi yang demikian belum terwujud, minimal jika diukur dari proses transisi demokrasi dimulai sejak tahun 1998 yang lalu.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2018 merupakan agenda politik nasional dimana perhelatan ini digelar di 171 daerah, 17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara serentak, pemilihan kepala daerah tahun 2018 lebih besar dari penyelenggaraan pemilihan sebelumnya. Dari beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk daerah Provinsi Sulawesi Selatan ada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yang melaksanakan salah satunya adalah Kota Palopo.
Netralitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN dalam  UU  No 5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil Negara.  Yang  dimaksud  dengan  “asas netralitas”  adalah  bahwa  setiap  Pegawai  ASN  tidak  berpihak  dari  segala  bentuk  pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 
Dalam setiap perhelatan Pemilukada posisi Aparatur Sipil Negara memang sangatlah dilematis di satu sisi, mereka adalah  pegawai yang diangkat, ditempatkan, dipindahkan dan diberhentikan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  yang  berstatus pejabat politik. Di sisi lain, ASN juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Netralitas Pegawai Negeri Sipil selalu menjadi salah satu isu hangat dalam praktek pemilukada. Sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi merupakan rebutan bagi para calon khususnya  calon  incumbent. 
Pada penyelenggaraan pemilihan Walikota Kota Palopo tahun 2018 berdasarkan rapat pleno KPU hanya diikuti oleh dua pasangan calon dimana salah satu pasangan calon merupakan petahana yang kembali maju dalam kontestasi pemilukada Kota Palopo. Sebagai sebuah kompetisi apalagi kompetisi politik penyelenggaraan pemilukada dari waktu ke waktu tidak luput dari permasalahan. Proses ini sangat rawan dan rentan terhadap praktek pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan.
Pelanggaran Administratif merupakan salah satu jenis pelanggaran yang sering kali ditemukan, di tengah tahapan pemilukada. Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik.
Berdasarkan data penanganan pelanggaran pada pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 ada beberapa temuan dan laporan terkait dengan pelanggaran pemilukada yang telah ditangani oleh Panwaslu Kota Palopo. Ini akan diuraikan penulis dalam tabel Penanganan Pelanggaran sebagai berikut:

	Data Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018

	Laporan
	Temuan

	17
	2


Tabel 1: Data Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018

Masalah yang paling hangat menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Kota Palopo saat perhelatan pemilukada Kota Palopo tahun 2018 adalah dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon petahana yang berkaitan dengan mutasi jabatan kepada sejumlah ASN sebelum penetapan pasangan calon.
Kata mutasi atau pemindahan oleh sebagian masyarakat sudah dikenal terlebih khusus dalam lingkungan pemerintahan. Mutasi adalah kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain. Akan tetapi mutasi tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari satu tempat ke tempat lain. Mutasi memiliki banyak arti yang dijelaskan oleh para ahli. Malayu S.P. Hasibuan mengungkapkan bahwa mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi dan demosi) dalam suatu organisasi[footnoteRef:3]. [3:  Hasibuan,  Malayu  S.  P.  (2007).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  PT.  Bumi  Aksara.  Jakarta Hal 103] 

Pendapat lain Moekijat yang menggunakan istilah mutasi dengan istilah pemindahan menjelaskan bahwa pemindahan adalah suatu perubahan horizontal bukan suatu kenaikan maupun suatu penurunan. Selain itu Henry Simamora (2004:640) mengutarakan istilah mutasi dengan transfer dimana tranfer dapat diartikan sebagai perpindahan seorang pegawai dari suatu pekerjaan ke posisi yang lainnya yang gaji, tanggungjawab dan jenjang organisasinya sama. Mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi oleh karena itu perlu ada evaluasi pada setiap perkerja secara berkesinambungan secara objekif.
Pengaturan mutasi pejabat fungsional untuk menduduki jabatan struktural belum diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan, namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka di daerah mengacu pada Pasal 68 ayat (4) bahwa PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Penjelasan mengenai aturan waktu dan penentuan pelaksanaan mutasi tidak tertera dalam peraturan UU, sehingga pelaksanaannya dinilai situasional dan juga berlandaskan kebutuhan.
Di lingkup Pemerintahan Daerah, kecenderungan penggantian, pemindahan atau mutasi jabatan hal ini di karenakan adanya penurunan kinerja dan beberapa permasalahan baik yang bersifat pribadi maupun fungsional, mutasi jabatan biasanya paling gencar dilakukan oleh kepala daerah menjelang moment pilkada ini menyangkut kepentingan politik dari pemangku kekuasaan yang ingin kembali menduduki singgasana kekuasannya. 
Sementara itu pelaksanaan mutasi jabatan yang dilakukan oleh calon petahana Walikota Palopo kepada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016. Dalam ketentuan UU Pilkada mengatur tentang larangan petahana untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungannya berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 
Jika dicermati secara saksama sebagaimana yang menjadi substansi laporan oleh pelapor terhadap mutasi jabatan yang dilakukan oleh calon petahana Walikota Palopo, kaidah dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016  larangan "Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sanıpai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan menteri". Penjelasan atas pasal tersebut jika dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubemur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas, yang dimaksud dengan "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan." 
Merujuk pada UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 diantaranya adalah pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat Pembina kepegawaian. Sementara yang dimaksud pergantian pejabat yang tertuang dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 adalah pergantian yang hanya dibatasi untuk dalam mutasi jabatan yang artinya terjadi perubahan suatu jenis atau status kepegawaian seorang PNS dalam suatu jabatan akibat suatu proses pergantian atau pengisian suatu jabatan dilingkungan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan surat keputusan Walikota Palopo tentang pemindahan sejumlah pejabat ASN dalam hal ini statusnya sebagai calon petahana adalah termaksud penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 dimana penggantian pejabat dilakukan enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon.
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa proses mutasi jabatan yang dilakukan oleh calon petahana memang telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 terdapat tiga unsur dalam aturan tersebut, yaitu: subjeknya Kepala Daerah, dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, dan menguntungkan atau merugikan pasangan lainnya. Ketentuan dalam pasal tersebut secara tegas membatasi wewenng kepala daerah atau wakil kepala yang akan ikut kembali dalam pemilihan (Petahana) untuk melakukan penggantian pejabat kecuali secara substansial hanya dilakukan terhadap mutasi dalam jabatan dan secara formal harus dengan 1) Atas persetujuan menteri; dan 2)  dalam rangka mengisi jabatan kosong.
Selanjutnya aturan tersebut ditegaskan kembali oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungaan Pemerintah Daerah. Permendagri di atas merupakan norma pelaksanaan atas pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 khusus berkenaan dengan pemenuhan syarat persetujuan. dan sekaligus pula untuk mencapai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Ikhwal tersebut dapat dibaca dari hal yang menjadi pertimbangan dalam penerbitannya. Dalam pasal 3 ayat (1) Permendagri menyebutkan bahwa "Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Terkait kewenangan tersebut, pasal 3 ayat (2) kemudian mengatur pendelegasian wewenang Menteri kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud untuk penggantian pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Sementara untuk jabatan Administrasi dan Fungsional persetujuan tertulis ditanda-tangani oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah selaku pengemban wewenang delegatif Menteri Dalam Negeri.
Latar belakang munculnya larangan mutasi bagi calon petahana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah untuk menghindari terjadinya conflik of interest sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik, tidak ada pengecualian lain yang dibolehkannya mutasi bagi calon petahana dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang No 10 tahun 2016 kecuali ijin menteri dan kekosongan jabatan.
Sehingga menurut penulis apapun motif dibalik kebijakan mutasi baik dalam rangka kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di daerah atau dalam rangka penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tetap harus mendapat persetujuan tertulis setidaknya dari Ditjen Otoda Kementerian Dalam Negeri. Sebab kaidah di atas tidak menyebut motif yang melatari mutasi sebagai alasan pengecualian. Kalaupun terdapat motif legal dibaliknya, ikhwal itu hanyalah alasan untuk memudahkan persetujuan bukan meniadakannya.
Berdasarkan hal tersebut diatas pendapat penulis terkait dengan rekomendasi Panwaslu Kota Palopo yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Palopo bahwa kendatipun statusnya hanya berupa rekomendasi tapi status rekomendasi itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditindaklanjuti oleh KPU Palopo sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 10 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “KPU dalam penyelenggaraan wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan”. Ketentuan Pasal 14 Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “KPU berkewajiban melaksanakan Putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu”. Berdasarkan ketentuan tersebut. Jadi jelas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan seharusnya KPU Kota Palopo lebih menaati keputusan Panwaslu Kota Palopo, karena Panwaslu Kota Palopo adalah lembaga penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada bukan justru menaati rekomendasi Dirjen OTDA.

Implikasi dan Status Hukum Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo Yang Tidak Ditindaklanjuti Oleh Kpu Kota Palopo
Selain UU Pilkada, KPU mengatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengenai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah petahana apabila melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (2). Hal tersebut diperjelas pada Pasal 90 Ayat 1 Huruf e menyebutkan bahwa melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana dan huruf f mengatakan bahwa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
Terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon petahana Walikota Palopo, berdasarkan hasil kajian terhadap laporan tersebut Panwaslu Kota Palopo telah menyimpulkan bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 "Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri", jo. Pasal 71 ayat (5) "Dalam hal Gubemur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 
Berdasarkan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Palopo mengenai pembatalan pasangan calon petahana sebagai calon Walikota Palopo, KPU Palopo telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
0. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kota Palopo 
0. Menggali, mencari dan menerima masukan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman pelanggaran administrasi pemilu dimaksud.
0. Melakukan kajian dan analisa surat Dirjen Otonomi Daerah nomor: 820/3636/OTDA Perihal : Penjelasan Terkait Mutasi, tertanggal 18 April 2018 dan Surat Pj Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 820/2441/Bakesbangpol, Perihal : Penjelasan Terkait Mutasi, tertanggal 19 April 2018, dengan subtansi surat sebagai berikut:
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat ( 2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, menegaskan bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri".
2. Bahwa Tujuan dari ketentuan tersebut diatas adalah untuk menghindari terjadinya politisasi dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada untuk mewujudkan netralitas ASN. Kebijakan Walikota Palopo untuk menempatkan tenaga fungsional medis dan paramedis, dimaksudkan untukpemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan secara cepat dan tidak boleh terganggu. Hal tersebut dimaknai oleh Walikota Palopo tidak termasuk dalam kategori penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.
2. Bahwa dalam hal terjadi kekosongan pejabat di lingkungan Pemerintah kota Palopo, yang disebabkan Karena terdapat pegawai yang pensiun, mengundurkan diri dan alasan lain maka penunjukkan Pelaksana tugas (Pit) tidak harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, dengan demikian penunjukan Pelaksana tugas oleh Walikota Palopo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hal tersebut diatas KPU Kota Palopo menyatakan bahwa calon petahana tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, pasal 71 ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri, jo ayat (5) : Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU/Kota, maka dengan demikian tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan calon petahana sebagai Calon Walikota.
Sehubungan dengan hal itu, penulis berpendapat bahwa  Pasal 10 huruf b1 UU 10/2016 yang secara eksplisit menyebutkan  bahwa, KPU wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Panwaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) UU 1/2015, yang menyatakan bahwa, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
Jika menelaah kedua pasal diatas bahwa Kendatipun bentuknya bukan putusan, tetapi "rekomendasi" Panwaslu/Bawaslu, hukumnya wajib untuk segera  ditindaklanjuti  oleh  KPU  Provinsi  dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Terlebih rekomendasi itu juga sudah melalui tahap klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, untuk memastikan apakah aspek formil dan materil atas objek pelanggaran administrasi tersebut terpenuhi. Namun tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai status putusan/rekomendasi tersebut, terjadi kekosongan hukum disitu, sebagai fakta empiris kasus yang ada di Kota Palopo walaupun ini dalam tahapan pilkada namun fakta hukum ini juga terjadi dibeberapa daerah pada tahapan pemilu.

Implikasi dan Status Hukum Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo 
Adapun terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu/Panwaslu Kota Palopo tentang Diskualifikasi calon petahana yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Palopo, berimbas pada keberatan pelapor atas hasil dari rekomendasi tersebut dimana pelapor mengadukan jajaran pimpinan KPU Kota Palopo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dalam Putusan DKPP, tanggal tanggal 25 Juli 2018  Majelis Sidang DKPP berpendapat bahwa dalam melakukan pencermatan dan penilaian terhadap peristiwa hukum dugaan mutasi jabatan oleh petahana, Teradu I sampai dengan Teradu V menggunakan dokumen berupa Surat Ditjen Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA, sebagai dasar pijak untuk sampai pada kesimpulan tidak terdapat pelanggaran mutasi jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh petahana.
Surat Ditjen Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA, pada intinya menerangkan bahwa dalam hal mengisi jabatan atau ada pejabat yang mengundurkan diri diperbolehkan mengangkat Plt tanpa persetujuan menteri dalam negeri. Substansi surat Dirjen Otda tersebut tidak relevan dengan peristiwa hukum yang telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan rekomendasi oleh panwas terkait mutasi sejumlah kepala sekolah, pegawai puskesmas dan 1 (satu) orang dokter.
DKPP berpendapat tindakan Teradu I sampai dengan Teradu V yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan norma hukum dan etika penyelenggara pemilu. Para Teradu tidak cermat didalam membaca dan memehami substansi rekomendasi panwas, surat KPU RI 467/PY.03-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan surat Dirjen Otda cq Pjs Gubernur Sulsel Nomor: 820/3636/OTDA. Dalil pengaduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf f , pasal 12 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Majelis Hakim DKPP memutuskan[footnoteRef:4] : 1)Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; 2)Memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada teradu I Haedar Djidar, Teradu II Syamsul Alam, Teradu III Faisal, Teradu IV Faisal Mustafa, dan Teradu V Muhammad Amran Anas. Masing-masing selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Palopo sejak dibacakan keputusan ini; 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. [4:  Putusan DKPP Nomor :103/DKPP-PKE-VII/2018] 

Penulis berpendapat bahwa meskipun telah adanya putusan DKPP yang telah memberhentikan seluruh jajaran pimpinan KPU Kota Palopo tidak menjadikan rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena norma ini adalah wajib untuk dilaksanakan oleh KPU, maka sekalipun DKPP telah memberhentikan jajaran Komisioner KPU Kota Palopo secara tetap. Kewajiban KPU tersebut tetap harus dilaksanakan, maka siapa yang akan melaksanakan? Tentu siapa yang mengisi jabatan itu, karena kewenangan ini adalah kewenangan atribusi yaitu kewenangan ini diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang kepada KPU.
Jika berpedoman pada ketentuan pasal 140 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan KPU Kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Panwaslu diterima. Menurut penulis bahwa inilah yang menjadi celah hukum bagi penyelenggara khususnya KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu. Meskipun adanya putusan DKPP memberhentikan jajaran pimpinan KPU Kota Palopo akan tetapi putusan DKPP tersebut tidak berimplikasi pada status rekomendasi tersebut dikarenakan adanya batasan waktu yang diberikan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut yaitu 7 (tujuh) hari tenggang waktu setelah terbitnya rekomendasi Panwaslu Kota Palopo. Sehingga status rekomendasi tersebut tidak lagi dapat dilaksanakan setelah melewati masa tenggang waktu yang diberikan meskipun adanya pergantian pejabat sementara dalam jajaran KPU Kota Palopo. 


KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa:
1. Salah satu tugas Panwas Kabupaten/Kota menurut pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 2016 huruf (b) dan (c) adalah menerima laporan dan menyelesaikan temuan dan laporan. Rekomendasi/Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu/Panwaslu berdasarkan atas temuan dan laporan penanganan pelanggaran pemilihan yang telah melalui proses tahapan klarifikasi dan kajian.
2. Implikasi bagi Komisioner KPU Kota Palopo yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Palopo adalah pemberhentian secara tetap oleh Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan implikasi bagi surat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Palopo mengakibatkan tidak berlakunya sanksi hukum terhadap implementasi pelanggaran Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2016. 
3. Dari segi regulasi terjadi kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur status hukum rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Palopo.
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